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ABSTRAK
Pengaturan Penggunaan Mobil Desa Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sofi Putri Iskandar, psofi2345@gmail.com, Desa. Kilen Selatan Kec Panarukan Kab. Situbondo .
Penelitian ini. dilatarbelakangi oleh suatu permasalahan dimana pejabat desa yang menggunakan mobil desa (mobil siaga desa) Tidak adanya pengaturan dan sanksi terhadap mobilitas penggunaan mobil desa sehingga banyak dari pejabat desa yang menyalahgunakan penggunaan mobil siaga desa .

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang pengaturan pengunaan mobil desa. Kedua untuk mengetahui, memahami dan menganalisis sanksi yang akan diterima oleh pejabat yang melakukan penyelahgunaan terhadap mobil desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian penelitian kepustakaan yaitu studi peraturan perundang undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Dimana mobil siaga desa memiliki fungsi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan alat transportasi dalam keadaan genting yaitu untuk mobilitasi masyarakat yang mengalami keadaan darurat kesehatan seperi, ibu hamil yang akan melahirkan, kemudian juga diperuntukan jika ada yang kecelakaan untuk memberikan tindakan penyelamatan. Kedua: Sanksi administrasi dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang tindakan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa dalam pasal 51 ayat (c), Dan melalui tindakan reprresif dalam hukum pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang- undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Mobil Siaga Desa, Sanksi, Desa.
ABSTRACT (12pt Bold Italic)
Regulation of the use of village cars in view of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Sofi Putri Iskandar, psofi2345@gmail.com, Desa. South Kilen, Panarukan District, Kab. Situbondo .

This research. This is motivated by a problem where village officials use village cars (village standby cars). There are no regulations and sanctions on the mobility of using village cars so that many village officials abuse the use of village standby cars.

This study aims first to find out, understand and analyze the regulation of the use of village cars. Second, to find out, understand and analyze the sanctions that will be received by officials who abuse village cars.

The research method used in this thesis uses a normative juridical research method which is library research, namely research on legislation and literature related to the material being discussed.

Based on the results of the study, it can be concluded: First: Where the village standby car has a function to provide convenience for people who need means of transportation in an emergency situation, namely for the mobility of people who experience health emergencies such as pregnant women who are about to give birth, then it is also intended if there is an accident to provide rescue action. Second: Administrative sanctions in Law Number 6 of 2014 regulate actions that are prohibited from being carried out by village officials in article 51 paragraph (c), and through repressive actions in the criminal law of corruption as stipulated in the provisions of Law 31 of 1999 concerning eradication of corruption.
Keywords: Village Alert Car, Sanctions, Village.

PENDAHULUAN

Mobil siaga desa  merupakan salah satu fasilitas yang disediakan  oleh Desa kepada perangkat desa dan sarana transportasi untuk masyarakat yang membutuhkan kendaran dalam keadaan mendesak seperti, untuk membawa warga yang memerlukan perawatan cepat untuk dibawah kerumah sakit, dan untuk ibu-ibu pada masa persalinan. Mobil siaga Desa merupakan Aset Desa maka sudah seharusnya penggunaan mobil desa digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh oknum perangkat desa ataupun kegiatan diluar jam kerja.

Perangkat Desa yang diberi jabatan tertentu harus menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga untuk menjalankan tugasnya pihak pemangku kepentingan (stake holders) dimandatkan untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik dan kepentingan masyarakat dalam lingkup luas. Perangkat desa ini sesuai dengan kebutuhan, yang diberikan berbagai fasilitas, seperti mobil siaga desa, semua fasilitas ini semata- mata diberikan untuk percepatan pelayanan kepada warga masyarakat, sehingga dalam melaksanakan tugas kepada masyarakat dapat diberikan secara lebih optimal dan produktif. Penyelenggaraan pemeliharaan terhadap mobil desa yang merupakan salah satu aset yang dimiliki pemerintahan desa, untuk meminimalisir penyalahgunaan mobil desa/dinas pemerintah perlu kiranya menerbitkan peraturan terkait penggunaan mobil desa dan juga standar operasional (SOP) terhadap penggunaan mobil desa, sehingga dapat menjadi acuan untuk pejabat desa untuk bisa menggunakan mobil siaga desa sesuai fungsi yang seharusnya, akan tetapi fenomena/gejala tersebut seringkali dianggap angin lalu oleh pemerintah.
METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang di pakai dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen- dokumen sekunder. Dan juga tipe penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu: Pertama,  Pendekatan peraturan perundang- undangan, Kedua, pendekatan konseptual. Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data  hukum primer dan bahan hukum sekunder, penulis melakukan pengumpulan bahan yang sesuai dengan pembahasan yang berkaitan dengan penggunaan mobil desa melalui dengan undang- undang sebagai ajuan dalam penulisan ini dan Dari sumber hukum sekunder yaitu buku teks yang berisi tentang prinsip- prinsip dasar hukum, jurnal- jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, yurispudensi. Dalam bahan hukum sekunder penulisan ini jurnal hukum yang kaitannya dengan penggunaan mobil desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil peneltian dari penulisan analisis terdapat dua rumusan masalah yang dapat di ambil dari penelitian ini, yaitu pertama: Bagaimana pengaturan penggunaan mobil desa?. Kedua : Bagaimana penerapan sanksi penggunaan mobil desa?.
Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi tolak ukur menginisiasi perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri. Desa menjadi lebih berdaulat, lebih besar dan lebih efisien dalam pengaturan dan pengelolaan desa, seperti UU Desa No. 6/2014, PP No. /2014 No. 43 dan PP No. 76/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan. Ini memiliki berbagai posisi dan peran. Berdasarkan UU – UU No. 6 berlaku terkait desa.

Penyelenggara kegiatan pemerintahan desa yang memang memiliki fungsi untuk mengurus dan mengatur jalannnya kegiatan pemerintah desa agar dapat mewujudkan operasionalisasi pemerintahan desa membutuhkan fasilitas negara. Biasanya harta milik negara ini, dalam bentuk aset- aset tetap atau tidak bergerak, dan juga aset bergerak, salah satu bentuk kepemilikan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah dan aparatur negara untuk keperluan operasional yaitu mobil atau kendaraan untuk melayani kepentingan masyarakat, biasanya alat transportasi ini merupakan salah satu fasilitas negara, yang disediakan kepada pejabat atau pengawai yang berwenang untuk menerima fasilitas mobilitas dan sebagai sarana pengoprasian suatu pekerjaan disediakan oleh negara, untuk mempelancar kegiatan pengawai negeri sipil untuk menjalankan tugasnya sebagai pengawai dalam menjalankan fungsinya yang dimandatkan sebagai tugas baik di dalam instansi tempatnya bekerja, ataupun di luar kantor. Tujuannya agar semua tugas dan seluruh program kegiatan yang telah dirancang dapat dijalankan secara profesional tanpa mengalami hambatan yang disebabkan berbagai dilema dalam menjalankan semua tugas kenegaraan, dan administrasi pemerintahan. Sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik dan sempurna.

Mobil siaga desa adalah salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, perlu dikelola secar tertib, dan teratur agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan otonomi desa. Mobil siaga desa adalah kendaraan roda empat milik pemerintah yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dengan adanya mobil siaga desa ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya pada pelayanan bidang kesehatan. 

Penggunaan mobil siaga desa harus sesuai dengan surat edaran nomor 357/M.PAN/12/2001 menyebutkan “ kendaraan mobil dinas operasional pasa masing- masing instansi tidak digunakan diluar kedinasan”. klausul ini membatasi penggunaan fasilitas negara, khususnya kendaraan dinas, oleh perangkat desa dengan tanggung jawab yang didelegasikan, atau pengawai perlengkapan mobil dinas harus digunakan semaksimal mungkin, dan tidak boleh digunakan sembarangan dan sesuka hati oleh pengawai, selanjutnya setiap pemakaian atau penggunaan mobil dinas tersebut sudah diatur. Adapun yang menjadi landasan hukum lain terhadap penggunaan mobil dinas yang diatur dalam hukum positif,

Standar operasional dan Peraturan desa mengenai tentang tata cara pemakaian mobil siaga desa belum dikhususkan/di terbitkan oleh pemerintahan desa agar pegawai sipil bisa mempunyai ketakutan tersendiri jika menggunakan mobil siaga desa tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya, sehingga regulasi terhadap pemakaian mobil siaga desa belum secara optimal tersampaikan kepada masyarakat dikarenakan belum adanya aturan khusus di masing- masing desa dan belum adanya sosialisasi terhadap peraturan pemerintah ini sehingga para pengguna mobil siaga desa masih banyak yang belum mengetahuinya. Namun ada juga di beberapa desa yang sudah menggunakan mobil siaga desa sesuai dengan SOP yang ada , kurangnya sosialisasi tentang peraturan ini dapat mengakibatkan masih banyaknya mobil siaga desa kita temui di tempat umum dan digunakan untuk kepentingan pribadi, yang seharusnya mobil siaga desa digunakan sesuai tugas dan fungsi mobil siaga desa, oleh karena itu perlu diketahui bahwa mobil siaga desa merupakan solusi dari segala permasalahan kesenjangan khususnya dibidang kesehatan.

Pengertian sanksi adalah bahwa sanksi merupakan alat Otoritas publik (publiekrechtelijkemachtsmiddelen) Digunakan oleh otoritas publik sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan terhadap norma-norma administratif. Menurut Philipus M. Hadjon, alat penegakan hukum pemerintah negara bagian meliputi pemantauan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan tindakan preventif untuk menegakkan kepatuhan, sedangkan pemberian sanksi merupakan tindakan represif untuk menegakkan kepatuhan. Peraturan perundang-undangan menerapkan sanksi untuk beberapa tujuan, termasuk sanksi administratif.

Memberikan sanksi yang tegas kepada pelenggar disiplin dalam penyalahgunaan mobil siaga desa , baik secara administrasi, perdata maupun sanksi pidana bagi pelanggar. Pejabat yang menggunakan aset negara/ desa untuk kepentingan pribadi atau kepentingan- kepentingan di luar fungsi jabatan dan kedinasan yang dapat mengakibatkan keruguab negara/ desa diberikan berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Adapun sanksi- sanksi tersebut:

Dalam pasal 52 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, memuat isi:

1) perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud padal pasal 51 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis

2) dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
KESIMPULAN

Dimana mobil siaga desa merupakan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi atau untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan alat transportasi dalam keadaan genting sesuai dengan fungsi mobil siaga desa itu sendiri, yaitu untuk mobilitasi masyarakat yang mengalami keadaan darurat kesehatan seperi, ibu hamil yang akan melahirkan, kemudian juga diperuntukan jika ada yang kecelakaan untuk memberikan tindakan penyelamatan.

Sanksi dalam hukum administrasi negara yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang tindakan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa dan juga akan menerima sanksi administrasi dalam pasal 51 ayat (c) “ Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya”, yaitu berupa teguran secara lisan dan/ atau teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Dan melalui tindakan reprresif dalam hukum pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang- undang  31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

DAFTAR PUSTAKA
Perundang- Undangan:
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Jurnal: 
I Komang Roni Januar, Ida Ayu Widiati, Luh Putu Suryani, “ Pengawasan Terhadap Pengguna Kendaraan Dinas di Instansi Pemerintah “, Interpretasi Hukum 2: 53- 56, 2020.

Lia Sartika Putri, “ Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (village Authority And Issuance Of Village Regulation)”, Jurnal Legislasi Indonesia 2: 161- 175, 2016.

Wicipto Sehadi, “ Sanksi Administrasi sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang- Undangan”, Legisasi Indonesia 4: 603- 614.
� Lia Sartika Putri, 2016, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa ( Village Authority and The Issuance Of Village Regulation), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02. Hlm. 161


� Ibid


� Wicipto Setiadi, 2009, Sanksi Administrsi sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang- Undangan, Legisasi Indonesia, Vol. 6, No.4, hlm.4


� I Komang Roni Januar, Ida Ayu Widiati, Luh Putu Suryani, 2020, Pengawasan Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas di Instansi Pemerintah, Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm.4.


� Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa





89

